
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATA$ PERATURAN (HJBERNUR NOMOR 43 TAHVN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan kinerja 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), perlu penyesuaian tunjangan komunikasi intensif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 

43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 6 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairoaoa diroaksud 

dal.am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur 

Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 

l. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Suroatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 
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3,. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang.-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tcntang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwaJ<ilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rak-yat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakifan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 29, Trunbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6187); 

G,. TJw;i�W&'&-lJr.,d,�':'1.'& �zia•; '2,� 'r.WA?J.i. '2.Q 14 t�,:iJ:a�.� 1?�"12r.t:i9J-.al,ar;,., 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

deng:an Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan PerwaJ<ilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

TaJ,un 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ar1ggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Ke\.langan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakila,n Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 l 7 Nonlor 106, Tambahan Lemb.aran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Ke·uangan Dacrah sebagaimana te!ah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negerj Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pen_gelo!aan KetJangan Oaerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Ptelaksan.i,an dan Pertanggt,lngjawaba.,, Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Ta.bun 2017 Nomor 1067); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahu,n Anggaran 2019 (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Noi;nor 511); 

14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Swnatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 

Nomor 15 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 

Tah1Jn 2004 tentang Kedu.d-ukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Pn;>vin$i 

Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 



Menetapkan 

- 4 -

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tah'un 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provin1?i 

Sumalera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana 

telah bebcrapa kali <lil.tbah, terakhlr dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun. 2014 Nomor 14); 

16. Pe1·aturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pclaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Se Iatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 

Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 

2017 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2019 Nomor 6); 

PERATURAN GUBEl�NUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENT ANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA 

SELATAN. 

Pasal I 

Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administr;;i.tif Pimpinan df;l)l 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

$elatan (Serita Daerah Provin�i Si..tmtttcra Sela_t;;i.n Tahun 2017 

Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak. Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Berita Dacrah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 



BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMOR14

H. NASRUNUMAR

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Jun!. 2019

SEKRETARISDAERAH
PROVINSrSUMATERASELATAN,

H. HERMANDERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Soot 2019
GUBERNUl~SUMATERASELATAN,

dengan
SumateraDaerah Provinsipenempatannya dalam Berita

Selatan.

memerintahkanorang mengetahuinya,
Peraturan Gubernur

Agar setiap
pengundangan

Pasa! II

Peraturan Gubernur 1111 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 6) diberikan terhitung
sejak bulan Januari 2019 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19A

Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 19A,sehingga berbunyi sebagai berikut :
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dto. 

 
H. HERMAN DERU 

 
 

 
dto. 

 


